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PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KUPANG

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang;

bahwa Wilayah Kota Kupang memiliki kondisi geografis, hidrologis
dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang
disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor
manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan
nasional pada umumnya dan pembangunan daerah Kota Kupang
pada khususnya;

bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Kupang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Kupang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KUPANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

3. Walikota adalah Walikota Kupang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang

Sekretaris Daerah yang selanjutnya singkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota

Kupang.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kota Kupang.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau
faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda
dan dampak psikologis.

9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD
adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang.

10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang.
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BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

BAB 1iI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3
BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala
Badan secara ex-officio di jabat oleh Sekda yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Walikota.

Pasal 4
(1) BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
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rekonstruksi secara adil dan setara;

menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana perdasarkan peraturan perundang-undangan;

menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

melaporkan penyelenggaraan penanggulangan pencana kepada Walikota Kupang

setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat

bencana;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

i, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah
Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPBD

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6 s
Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan
¢. Unsur Pelaksana.
Bagian Kedua

Unsur Pengarah
Pasal 7

(1) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas :
a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

(2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui uji
kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.

(3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2), mempunyai fungsi :
a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

b. memantau;
¢c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan Qenanggulangan pencana daerah.
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Unsur Pelaksana
Pasal 8

(1) Pembentukan Unsur Pelaksana BPBD merupakan kewenangan Walikota.
(2) Keanggotaan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 9

(1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BPBD. '

(2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 10

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas
melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
a. pra bencana;
b. saat tanggap darurat; dan
C. pascabencana.
Pasal 11

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian;

b. pengkomandoan; dan

c. pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi
koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yahg ada di daerah, lembaga usaha
dan/atau pihak lain yang diperlukan paaa tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi
komando Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia,
peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di
daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat
bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢, merupakan fungsi
pelaksana Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi
dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di
daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi :



1. Subbagian Data dan Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
1. Seksi Pencegahan;
2. Seksi Kesiapsiagaan.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
1. Seksi Kedaruratan;
2. Seksi Logistik.
. e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi.
(2) Penjabaran Tugas dan Fungsi masing-masing struktur organisasi ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

(3) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran  dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD dapat membentuk satuan tugas sesuai
kebutuhan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16
Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berasal dari PNS yang memiliki

kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang
dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VI
TATA KERJA ~
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas, BPBD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi lain yang dianggap
berkompeten.

Pasal 18

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan
masing-masing.

Pasal 19
Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
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Pasal 21
Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-
waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kupang Nomor 19
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 39) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2010

WALIKOTA KUPANG,

/ DANIEL ADOE

e

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
/ yal’a

s~

HABDE ADRIANUS DAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2010 NOMOR : 06
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA KUPANG

UMUM.
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Kelembagaan Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana serta situasi dan kondisi riil Daerah Kota Kupang sebagai
barometer  pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan sekaligus sebagai Ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Timur yang setiap
tahunnya diperhadapkan dengan bencana dan kecelakaan baik darat maupun laut
sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif baik terhadap bencana yang
terjadi secara alamia seperti gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung dan
bencana sejenis lainnya maupun bencana yang diakibatkan oleh perbuatan/perilaku
manumasepeniadanyaaruspengungsLkebahnan,kecebkaanIautdansebagaMya

Oleh karena itu maka dalam rangka mengantisipasi serta membantu Pemerintah
Daerah meminimalisir berbagai resiko sebagai akibat dari terjadinya berbagai macam
bencana di daerah maka Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang mengambil kebijakan untuk membuat Peraturan
Daerah Kota Kupang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Kupang. v

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas



Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
. Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan :
Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antar unit dan satuan organisasi dalam

- pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi,
saling membantu dan saling melengkapi.
Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tintiakan-tindakan berbagai unit dan
satuan organisasi sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan
tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati
bersama.
Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyeleraskan kegiatan-
kegiatan, tindakan-tindakan unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan
tugas atau kerja.
Simplifikasi adalah penyederhanaan pelaksanaan pekerjaan dengan menekankan
usaha setiap komponen pekerjaan menjadi produktif melalui penerapan akal sehat yang
dibantu partisipasi dari seluruh anggota unit dan satuan organisasi.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas



Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
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LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISAS]
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KUPANG KLASIFIKASI A

BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA
KUPANG

- INSTANSI KEPALA PELAKSANA BPBD

- PROFESIONAL / AHLI

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA ;

SEKRETARIS

SUBBAG
DATA &
PERENCANAAN

SUBBAG
KEUANGAN &
PERLENGKAPAN

SUBBAG |
KEPEGAWAIAN

BIDANG BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN DAN KEDARURATAN DAN REHABILITASI DAN
KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKS!

SEKSI SEKSI SEKSI
PENCEGAHAN KEDARURATAN REHABILITASI
SEKSI SEKSI SEKSI
KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKS!

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

WAL! KOTA KUPANG;
= L

/
/ DANIEL ADOE



